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 The background of this research is the problem caused by the policy of the 

zoning radius system that regulates the admission of new students. The policy 
of this system cannot be denied that students who have achieved things are 

undervalued because they do not have the opportunity to study at the school 

of their choice. This results in a reduced student interest in learning. Based on 
this phenomenon, this study aims to: 1) determine the policy of implementing 

the zoning radius system; 2) determine the improvement of the quality of 
education with the policy of implementing the zoning radius system. This 

qualitative research uses interview, observation, and documentation data 

collection techniques. The collected data was then analyzed using only 
qualitative data analysis techniques. The location of this research is 

Madarasah Aliyah Negeri Rejang Lebong. The sources of data and informants 
selected were the principal, parents of students represented by the head of the 

school committee, and the teacher council. The results showed that the 
perspective of education with a zoning radius system was not very relevant to 

the location of Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong in particular, because 

many students had difficulty accessing the best educational services. 
Education must be accessible to all people, regardless of the student's location 

of origin and be non-discriminatory in providing services. 
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Pendahuluan  

Zonasi merupakan lahiran dari perbaikan pendidikan yang dimulai sejak era proklamasai tahun 1945 

sampai di era reformasi saat ini, pendidikan mrupakan pembicaran yang hangat dikalangan aktivitas 

pendidikan maupun kalangan pakar pendidikan dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang lebih baik. Dengan terus membangun disegala bidang terutama dalam bidang 

pendidikan. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu terhadap potensi yang 

dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk 

mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tatanan nilai kemanusian (Fathurrochman et al., 2019). 

Pendidikan merupakan hal yang pundamental bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, 

dengan demikian pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan bagi warga negarannya 

dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

11 butir (1) yaitu pemerintahan dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan  dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggarannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi 

(Pemerintah Republik Indonesia, 2005). 

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses dalam rangka mempengarui siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingungannya, agar meninbulkan perubahan dalam dirinnya 

yang memungkinkan berfungsi secarar efektif, efisien dan actual dalam kehidupan bermasyarakat(Ismail et 

al., 2018). 

mailto:irwan@iaincurup.ac.id
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Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai 

diberlakukan pada pembagian wilayah untuk penerimaan peserta didik baru  (PPDB) dengan sistem zonasi 

dilakukan pada suatu wilayah berdasrkan jarak sekolah dalam rumah dengan maksimal 5 km, atau 

bergantung pada kebijakan masing-masing daerah, maka konsep zonasi PPDB mendasarkan pada jarak 

rumah dengan sekolah yang mengandung maksud mengakomondasi hak-hak anak mendapat pendidikan, 

terutamam untuk sekolah negeri. Menghilangkan setempel antara sekolah favorit sehingga diharapkan agar 

tidak ada lagi cap tersebut, sebab sejatinya semua sekolah sama (Fathurrochman, 2021). Sistem zonasi yang 

mulai diimplementasikan secara massal dari jenjang TK,SD,MI,MTS, SMP,MA,SMA, dan SMK atau 

bentuk lainnya yang sederajat pada tahun 2019, Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini 

tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, 

MI, MTS, SMP, MA, SMA dan SMK yang diperbaharui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. 

Tujuan Permendikbud yang baru ialah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan 

(Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK,SD,MI,MTS, 

SMP,MA,SMA, dan SMK atau bentuk lainnya yang sederajat pada pasal 3 ayat 1). Dengan demikian dapat 

dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan. Model sistem 

zonasi merupakan sebuah program untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih terdapat 

ketimpangan antara masyarakat setempat dan masyarakat dari daerah lain. Dengan demikian dapat 

dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan. Selain pemerataan 

akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan. Dari 

kebijakan yang dikeluarkan, mendikbud ingin agar semua sekolah menjadi sekolah favorit (Pratama, 2017). 

Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua maslaah pokok 

pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya pemerataan pendidikan 

memiliki dua dimensi yaitu keadilan dan inklusi (OECD, 2008:2). 

Keadilan berkaitan dengan keadaan pribadi dan sosial siswa yang seharusnya tidak mempengaruhi 

kesempatan dalam menjalani pendidikan. Sedangkan inklusi berkaitan dengan persamaan standar 

pendidikan untuk semua. Praktiknya pemerataan pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu penawaran 

dan permintaan (Cummings, 2008:66). Penawaran berada di tangan pemerintah sebagai otoritas publik yang 

menyediakan pendidikan. Hal ini seringkali dipengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Sementara 

permintaan datang dari masyarakat yang merupakan pengguna layanan pendidikan. Oleh karena itu, untuk 

mencapai pemerataan pendidikan diperlukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Salah satu 

langkah yang yang diambil pemerintah saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi. 

Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diatur dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018. Dalam 

peraturan tersebut disebutkan sekolah wajib menerima paling sedikit 90% siswa yang berdomisili di zona 

sesuai ketentuan pemerintah daerah. Hal ini berati sekolah menerima siswa yang bertempat tinggal dekat 

dengan sekolah. Dengan kata lain skema zonasi memungkinkan siswa untuk memilih bersekolah di dekat 

rumahnya (Budiyanto & Machali, 2014). Hal tersebut membuat siswa tidak perlu pergi jauh dari 

lingkunganya untuk mendapatkan pendidikan. Namun demikian kebijakan zonasi ini berbeda dengan 

harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi 

anak-anaknya. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan olehAlmafaluti(2018) bahwa 

dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi 

pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai 

sekolah favorit. Berdasarkan hasil penelitian Amirin, dkk. (2016:1) menunjukkan faktor utama dalam 

memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah.  

Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan 

adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan 

sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan. Sekolah 

unggulan atau yang biasa masyarakat labeli dengan sekolah favorit memiliki passing grade yang 

tinggi(Purwanti et al., 2018).  Berdasarkan informasi dari kepala tata usaha pada 16 Oktober 2021 

mengungkapkan: di SMAN 1, 2 dan 4Rejang Lebong merupakan tiga sekolahyang konsisten dengan passing 

grade tertinggi, baik untuk jurusan IPA maupun IPS. Angka nilai minimal untuk diterima di tiga SMA 

negeri unggulan tersebut di atas 90. Bahkan, pada PPDB 2017,  sebanyak 7 SMA negeri jurusan IPA dengan 

passing grade tertinggi memiliki nilai minimal di atas 90”. 

Fakta tersebut menunjukkan dalam menyeleksi siswa untuk diterima, sekolah favorit melakukan 

penyeleksian terhadap nilai-nilai siswa. Di sisi lain hal itu mendukung bukti bahwa dalam menentukan 

sekolah masyarakat mengutamakan kualitas sekolah.Dengan demikian kebiasaan ini jauh berbeda dengan 
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sistem zonasi yang mengutamakan wilayah zona pendaftar dibandingkan dengan nilai yang dimiliki calon 

siswa. 

Kondisi yang demikian sejatinya tidak hanya dialami oleh siswa SMA/MA di Indonesia saja, tetapi jauh 

sebelum itu siswa  SMA/MA di Selandia Baru juga terkena sistem zonasi. Namun demikian hasil riset dari 

McCulloch (1991) menunjukkan implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-

sekolah perkotaan dengan meningkatnya pilihan, akan tetapi kontribusinya terhadap prestasi rata-rata siswa 

sangat kecil dibandingkan dengan upaya penyaringan siswa yang ditingkatkan. Hal ini berarti implementasi 

sistem zonasi meningkatkan kualitas sekolah namun kurang berdampak pada peningkatan prestasi siswa. 

Atas dasar alasan yang dikemukakan di atas, peneliti merasa perlu mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan 

sistem zonasi dalam perspektif pendidikan di Indonesia. Perspektif yang dipakai dalam konteks penelitian ini 

adalah perspektif dari guru dan kepala sekolah dalam menjalankan kebijakan zonasi. Hal ini karena guru 

merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan para siswa hasil kebijakan zonasi. Selain itu 

perubahan masukan input siswa dari kebijakan zonasi ini tentu merubah cara dan proses manajemen peseta 

didik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Terutama terkait menjaga dan meningkatkan kualitas sekolahnya 

(Bakar et al., 2019). 

 

Metode 

Jenis penelitian ini menggunakakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi di 

Madarasah Aliyah Negeri Rejang Lebong. Metode penelitian fenomenologi dipilih karena dengan metode 

ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendeskripsikan pemaknaan umum sejumlah individu 

tentang pengalaman terkait suatu fenomena atau konsep (Creswell, 2012). Hal ini sesuai dengan pertanyaan 

bagaimana tanggapan Bpk/Ibu terhadap sistem zonasi dalam perspektif pendidikan di indonesia?. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada guru-guru dan 

kepala sekolah di Madarasah Aliyah Negeri Rejang Lebong yang secara umum oleh masyarakat dikenal 

dengan sekolah MAN satu-satunya yang ada di Curup. Selama penelitian selain melakukan pengumpulan 

data peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data penelitian melalui triangulasi dan pemeriksaan 

anggota. Triangulasi pada dasarnya ialah teknik pengecekan data dari sumber yang diteliti (Sugiyono, 2017). 

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pengecekan data yang diperoleh dari para 

informan. Selain itu peneliti juga melakukan pemeriksaan anggota  yaitu dengan meminta para informan 

untuk membaca dan memeriksa naskah dari peneliti(Ristianti et al., 2020). Dengan kata lain peneliti 

menemui para informan untuk membaca dan memeriksa transkip yang peneliti buat. Sehingga ada 

kesepemahanan anatara peneliti dan informan dalam hal data yang diperoleh. Selanjutnya analisis data 

penelitian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell (2012) meliputi: 

mengorganisasikan data, membaca dan mebuat memo, mendeskripsikan data, mengklasifikasikan data, 

menafsirkan data, dan menyajikan data. Pertama, pada tahap mengorganisasikan data peneliti membuat teks 
wawancara dan membuat transkip, terakhir peneliti membuat conclusing terhadap data penelitian, untuk 

kemudian diinterpretasikan dalam pemaparan data hasil penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pemberlakuan sistem zonasi oleh pemerintah yang dilakukan sejatinya bertujuan untuk memeratakan 

akses maupun kualitas pendidikan. Perspektif para pelaku pendidikan dalam hal ini guru dan kepala sekolah 

tentang zonasi meliputi: (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi memeratakan kualitas 

sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat MA, (5) sistem 

zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan 

prasarana pendidikan, dan (7) zonasi merusak kebhinekaan. 

Zonasi Memudahkan Akses Layanan Pendidikan Salah satu tujuan dibentuknya kebijakan zonasi ialah 

untuk memeratakan akses layanan pendidikan. Dalam perspektif pelaku pendidikan, kepala MAN Curup 

mengungkapkan “dari sudut pandang perspektif pendidikan, kebijakan zonasi bagus karena untuk 

memudahkan akses masyarakat dalam bersekolah. Masyarakat bisa bersekolah di sekolah yang ada di 

lingkunganya”. Pendapat tersebut menegaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi memberikan 

kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat. Sistem zonasi tidak hanya memberikan kemudahan akses 

layanan pendidikan, tetapi juga menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk 

bersekolah. Hal ini karena siswa bisa bersekolah di dekat tempat tinggalnya. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian dari Mandic, et.al. (2017:1) yang menjelaskan bahwa skema zonasi sekolah mampu 

memberikan kenyamanan bagi siswa untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Disamping 
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itu, Saporito (2017) menyatakan sebenarnya asumsi penerapan zonasi ini ditujukan untuk meminimalkan 

biaya transportasi. Dari dukungan dua ilmuan itu maka dapat dikatakan bahwa zonasi selain memberikan 

kemudahan akses layanan pendidikan kepada siswa di sekitar sekolah, juga meminimalkan biaya 

transportasi bagi siswa. 

Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong merupakan sekolah yang menjadi pilihan masyarakat, dengan 

Visi Terwujudnya siswa siswi MAN Rejang Lebong yang Islami, berakhlak mulia, cerdas, dan kompetitif 

dan Misi (1) Meningkatkan kualitas pemahaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (2) 

Meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat dan perkembangan IPTEK 

dengan mengedepankan IMTAQ (3) Menciptakan lulusan Madrasah yang berprestasi akademik, mampu 

bersaing, dan berakhlak mulia (4) Menghasilkan lulusan yang terampil, mandiri, dan berperan aktif dalam 

masyarakat (Wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak H. Yusrijal, M.Pd). Visi dan misi dapat dilihat 

pada situs berikut ini https://www.manrejanglebong.sch.id/read/3/visi-dan-misi(Yusrijal, 2019). 

Menanggapi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, wakil kepala bidang kurikulum 

menyebutkan bahwa zonasi sebenarnya mampu membantu memeratakan kualitas sekolah dengan perspektif 

lain selain memudahkan akses layanan pendidikan, zonasi juga dipandang mampu memeratakan kualitas 

sekolah Wawancaran dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Drs.H. Fatqul Hadi, M.Pd). 

Hal ini tidak lepas dari variasi input siswa yang diterima oleh sekolah. Siswa yang diterima lebih variatif 

karena sekolah hanya menerima siswa yang berasal dari zona sekolah. Sehingga mau tidak mau, 

bagaimanapun keadaan siswa, asalkan siswa berasal dari zona sekolah maka dapat diterima. Hal tersebut 

menyiratkan bahwa yang dimaksud pemerataan kualitas sekolah melalui 2 hal: pertama setiap sekolah 

memiliki kesempatan untuk memeroleh input siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang 

dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan dalam 

dunia pendidikan. Terdapat dua perspektif pemerataan kualitas sekolah dalam zonasi meliputi: pertama, 

setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memeroleh input siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa 

yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan 

dalam dunia pendidikan (Stewart et al., 2021). Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan 

dalam hasil penelitian Poder (2017) yang menyebutkan “program zonasi sekolah menjadi salah satu 

program yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan (Purwanti et al., 2018). 

Dengan demikian dapat dikatakan zonasi menjadi alat yang efektif untuk pemerataan kualitas pendidikan 

terutama terkait dengan pemerataan input siswa(Bakar et al., 2019). 

Zonasi Menurunkan Kualitas Sekolah Berbeda dengan perspektif sebelumnya, yang memandang zonasi 

bisa memeratakan kualitas pendidikan, perspektif ketiga sebaliknya, memandang zonasi menurunkan 

kualitas sekolah. Penurunan kualitas sekolah tersebut terjadi karena sekolah tidak lagi bersaing menjadi 

sekolah favorit, seperti yang diungkapkan Guru BK berikut: “Ditetapkanya sistem zonasi membuat sekolah 

menjadi sama(Hapsari & Budiraharjo, 2019). 

Mendukung pernyataan guru sebelumnya, guru khawatir akanprestasi sekolah yang menurun akibat 

pemberlakuan zonasi. Dari pernyataan guru MAN favorit tersebut dapat ditarik benang merah bahwa guru 

MAN favorit khawatir apabila pemberlakuan sistem zonasi mempengaruhi mutu sekolah, terutama 

berkaitan dengan input sekolah. Hal ini terjadi karena sistem zonasi lebih memprioritaskan wilayah tempat 

tinggal dibandingkan prestasi siswa. Sehingga sekolah favorit tidak bisa menyeleksi siswa yang berprestasi. 

Pandangan bahwa zonasi menurunkan kualitas sekolah muncul dari pandangan guru di MAN Curup, hal 

ini karena sistem zonasi lebih memprioritaskan wilayah tempat tinggal dibandingkan prestasi siswa. 

Sehingga sekolah favorit tidak bisa menyeleksi siswa yang berprestasi. Padahal terkait mutu sebuah sekolah 

menguraikan empat langkah untuk membentuk mutu(Fathurrochman, 2017). Empat langkah tersebut 

kemudian peneliti adopsi dalam konteks membentuk mutu sebuah sekolah, meliputi: pertama, manajemen 

sekolah harus memahami harapan dari stakeholder terutama dalam hal manajemen humas dan pelayanan. 

Kedua, manajemen di tingkat sekolah harus mampu mendesain produk dan layanan yang sesuai dengan 

keinginan stakeholder. Ketiga, memberikan layanan dan memfasilitasi dengan baik. Keempat, menjalin 

komunikasi dengan stakholder sekolah. Dengan memperhatikan langkah langkah tersebut, seharusnya 

sekolah tidak perlu khawatir dengan input siswa yang bervariatif. Disisi lain penelitian Danim (2008) 

menunjukkan bahwa dalam meningkatkan mutu lulusah hal yang bisa dilakukan oleh sekolah meliputi: 

pertama, perencanaan program yang diarahkan pada SKL dan didasari evaluasi diri sekolah dan survei 

kepuasan masyarakat(Danim, 2008). Kedua pelaksanaan program dengan dukungan aspek sarana dan 

prasarana, serta pelibatan orang tua dalam pelaksanaan program. Ketiga melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap program peningkatan mutu. Dengan demikian dapat dikatakan apapun inputnya asalkan 

proses yang dilaluinya baik maka akan menghasilkan output yang baik pula(Hoerudin, 2019). 

https://www.manrejanglebong.sch.id/read/3/visi-dan-misi


Journal of Counseling and Education     
http://jurnal.konselingindonesia.com  
 
 

 
 

238 
 

 

Penjaminan mutu pendidikan dalam perspektif zonasi mutu 

 

Fathurrochman, I. 

 

Menurut Raharjo & Yuliana (2016:203) “kepemimpinan kepala sekolah merupakan indikator yang 

paling utama dalam mewujudkan sekolah unggul yang menyenangkan” dengan demikan fakor input siswa 

sejatinya tidak terlalu berpengaruh dalam menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan favorit. Zonasi 

Tidak Cocok Ditetapkan di Tingkat MAN Perspektif keempat menyebutkan bahwa sistem zonasi tidak 

cocok diterapkan di tingkat MAN. Hasil lapangan menunjukkan bahwa kebijakan zonasi baik diterapkan 

unuk level sekolah dasar atau sekolah menengah pertama(Anggraini & Tursina, 2019). Kalau untuk level 

sekolah menengah atas tidak tepat”. Beberapa guru berpendapat sistem zonasi lebih cocok diterapkan untuk 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendapat tersebut tentu bertolak belakang dengan praktik 

pelaksanaan sistem zonasi di negara-negara lain. Di Jepang misalnya Sieja (2017) menjelaskan sistem zonasi 

sekolah mengatur siswa-siswi dari lingkungan tertentu untuk bersekolah di sekolah umum baik tingkat SD, 

MI, MTS, SMP atau SMA dan MA. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan zonasi di Indonesia 

baru dilaksanakan di tingkat MA karena kebijakan ini merupakan kebijakan baru dan dilaksanakan secara 

bertahap. Sistem Zonasi Membatasi Siswa Memilih Sekolah Inti dari sistem zonasi ialah sekolah hanya 

boleh menerima siswa yang bertempat tinggal di lingkungan sekolah. Bukan hanya sekolah yang dibatasi, 

tetapi siswa juga dibatasi untuk mendaftar dan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. 

Menurut data lapangan, siswa tidak lagi bebas memilih sekolah sesuai keinginan, tetapi harus yang dekat 

dengan sekolahnya. Sistem zonasi dirasa kurang cocok, itu membuat anak bangsa menjadi terkotak-kotak, 

meskipun tujuanya dengan sistem ini orang tua menjadi irit untuk transport, tapi mereka menjadi terampas 

untuk bisa memilih sehingga bisa disimpulkan bahwa zonasi membatasi siswa untuk memilih sekolah dan 

hal ini bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia. Penerapan sistem zonasi dianggap 

membatasi siswa untuk memilih sekolah dan bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di 

Indonesia. Sejalan dengan itu, Bunar (2010:68) menyebutkan, sistem zonasi telah mengunci kesempatan 

bagi siswa untuk memilih sekolah di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Hal ini mungkin 

terjadi mengingat zonasi ingin memeratakan pendidikan siswa di sekitar sekolah(Wirananda & Sri Rahayu, 

2020). 

Kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan pemerataan akses layanan 

pendidikan yang menjadi tujuan sistem zonasi hendaknya juga disertai pemerataan sarana prasarana 

pendidikan(Fathurrochman et al., 2021). Hal tersebut senada dengan kondisi di lapangan bahwa niat 

pemerintah untuk percepatan pemerataan dirasa cukup bagus karena berkaitan dengan infrastruktur di 

sekolah disamakan dulu sehingga apabila menginginkan adanya pemerataan sarana prasarana pendidikan 

untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan bisa melalui sistem zonasi akan tetapi juga disertai upaya 

pemerataan sarana prasana(Hamidi & Ewing, 2020). Zonasi dipandang bisa efektif apabila disertai 

pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Sejalan 

dengan hal tersebut, penelitian Nepal (2019) menunjukkan bahwa kualitas udara yang bersih dan baik, 

cahaya yang baik, lingkungan nyaman, aman, usia dan kondisi bangunan, kualitas pemeliharaan dapat 

memengaruhi kesehatan, keselamatan serta kondisi psikologis siswa(Whittemore, 2021). Lebih lanjut ia 

menguraikan Pembuat kebijakan harus memperhatikan hubungan antara fasilitas Infrastruktur sekolah dan 

pembelajaran dan prestasi siswa(Manville et al., 2020). Disisi lain penelitian yang dilakukan Liu (2017) 

menyebutkan baik jumlah dana maupun jumlah guru memang menyebabkan banyak ketidaksetaraan di 

sekolah yang berbeda. Artinya, keberadaan sarana prasarana sekolah memiliki kontribusi terhadap 

pemerataan kualitas sekolah. Dari dua penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan 

sarana fasilitas pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan (Pendall et al., 2021). 

Pemberlakuan sistem zonasi, di satu sisi ingin mempermudah akses layanan pendidikan bagi masyarakat 

sekitar sekolah, di sisi lain membuat masyarakat menjadi terkelompok dalam lingkunganya masing-masing. 

Hal inilah yang membuat zonasi dipandang merusak kebhinekaan. Hal lain yang sejalan yaitu bahwasannya 

kebijakan zonasi merusak kebhinekaan karena komposisi siswa di sekolah hanya siswa-siswi yang berasal 

dari lingkungan sekolah saja yang mana sistem ini dirasa bertolak belakang dengan tema multikultural atau 

kebhinekaan yang diangkat oleh pemerintah(Hirt, 2007). Padahal tema tersebut muncul dan diaplikasikan 

dalam pendidikan(Nilasari, 2019). Beberapa guru menganggap sistem zonasi bertolak belakang dengan tema 

multikultural atau kebhinekaan yang diangkat oleh pemerintah. Padahal tema tersebut muncul dan 

diaplikasikan dalam pendidikan. Menurut hemat peneliti, sebenarnya berbeda antara multikultural yang 

diangkat dalam pendidikan dengan multikulturalisme yang hilang dari sistem zonasi(Põder et al., 2017). 

Kaitanya dengan pendidikan multikultural, masih tetap bisa dijalankan meskipun siswa yang berpartisipasi 

merupakan siswa se zona. Terlebih  Indrapangastuti (2014: 13)  mengungkapkan: “peran guru dalam 

pelaksanaan pendidikan multikultural meliputi: membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan 

sekolah, menghargai keberagaman bahasa di sekolah, membangun sikap sensitif gender di sekolah, 

membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial, membangun sikap 
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anti diskriminasi etnis, menghargai perbedaan kemampuan dan menghargai perbedaan umur”. Dari 

pernyataan di atas, maka pendidikan multikultural juga bisa diterapkan bersamaan dengan kebijakan zonasi. 

Terlebih sisem zonasi menghasilkan input siswa yang beragam, sehingga peran guru dalam pendidikan 

multikultural di atas dapat dilaksanakan. Mendukung pernyataaan sebelumnya Rohman & Ningsih (2018) 

mengungkapkan: “Dengan penanaman pendidikan multikultural yang benar akan menghasilkan generasi 

muda di era revolusi industri 4.0 yang kreatif, inovatif, serta generasi yang berkarakter,  berintegritas dan 

menjunjung tinggi toleransi sesuai identitas nasional bangsa Indonesia”. Sehingga keberagaman siswa yang 

dihasilkan dari sistem zonasi dapat mendukung pembelajaran multikultural dan tidak mengurangi bahkan 

merusak kebhinekaan(Feiss, 1961). 

 

Simpulan 

Penjaminan mutu pendidikan dalam perspektif zonasi mutu di Madarasah Aliyah Negeri Rejang Lebong 

menjadi sebuah kajian pentingyang menghasilkan simpulan : (1) zonasi memudahkan akses layanan 

pendidikan, (2) zonasi memeratakan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi 

tidak cocok ditetapkan di tingkat Madrasah Aliyah Negeri, khususnya pada Madarasah Aliyah Negeri 

Rejang Rejang Lebong (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus 

disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi berpotensi merusak sikap kebhinekaan. 

Perspektif-perspektif tersebut masing-masing muncul berdasarkan pemahaman, perasaan dan pengalaman 

yang telah dialami dengan kebijakan sistem zonasi yang telah berlangsung.Kebijakan sistem zonasi masih 

menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap mencederai hak siswa dalam menentukan pilihan 

sekolah yang diinginkan. Karena siswa merasa tidak mendapatkan jaminan pendidikan yang bermutu akibat 

sistem penerimaan siswa berdasarkan zonasi sekolah. Sementara itu, di sisi lain, kebijakan zonasi masih 

menyisakan polemik kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia. Sistem zonasi hanya merubah distribusi 

siswa, sementara kondisi fasilitas sekolah yang masih minim dan kualitas guru yang masih rendah belum 

tersentuh sepenuhnya oleh pemerintah. Fakta ini seharusnya menjadi peluang bagi Madrasah Aliyah Negeri 

Rejang Lebong untuk memanfaatkan kebijakan zonasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga 

praktik zonasi sekolah tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, 

diharapkan pemerintah mengkaji lebih serius terkait opsi pemerataan pendidikan, khususnya di daerah yang 

masih jauh dari pesatnya kemajuan pembangunan, sehingga mutu pendidikan di Indonesia dapat semakin 

meningkat dan menjadi barometer kemajuan pendidikan bagi negara lain. 
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